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KEPUTUSANBUPATI MAJALENGKA

NOMORKU.02.06/KEP.42-BKAD /2022

TENTANG

T1MI1ENELITIAN.BABANGMI~IIfI?f\ERAH
BERUPABANGUNAN'DALAMiRANGKAPEMINDAHTANGANANBARANG

MILIKDAERAi-fDI LINGKUNGAN;pifMERINTAH'
....KABUPATEN.MAJALENGKA

Menimbang'

Mengingat

BUPATIMAJALENGKA,
",. '-,.!.' '. ~ ..

a. bahwaelillam~ rangka ;:p~miflc:i~htanganan barang
milik T ela~r@ ..b~1'llP~ b~.ggGnan' eli lingkungan
PemeI'inJah I\:gpllP~ten'.Maj~l~ngka,. p~rlu elilakukan
penelitian elatali~rilinist~~si"dan p~nelitian fisik atas
suatu ,.usulan peinindahtanganan barang milik
elaerah;

b. bahwa. beJ:"el1;isarka,n.pertiI'llbangan sebagaimana
elimaksuel;ppada.Shurufat sert:a"sebag~i pelaksanaan
Pasal 349,ayat;(2j, Pasal,38()'~yat(lkPasill 402 ayat
(1),dan Pasa1'40o'ayat,,(1) F>eraturan Menteri Dalam

.'-C.:"", .~: _ -- , ' •.'!;;

N~geri Nprn.pr ..1?r~Mn\<2016' .tentang Peeloman
Perigelol8;,Giri,i:'~l~atapg:MiliJ<',:Daerah, maka perlU
meI1efa.p~ap.}~'~~PBJ:usan'13llpati tentang Tim
Penelitiau1381;ang 'rvIi1ik' Daerah ,BeDlpa Bangunan
elillam Rangka.', Pemil1ela.htangaIlan Barang Milik
Daerah eli'. Linglillngan Pemerintah Kabupaten
Majillengka.

1. Unelang-Uhel~g Nom0J:"14 Tahun 1950 tentang
Pembentuk~rf.Da:eJ:"~hiDa~rah . 'Kabupaten Dalam
Lingkungl;U1"~J:"bpihs'{Djawa , Barat (Berita Negara
Republik inC\oI1esiaTallun';X950) sebagaimana telah
cljubah el~rig~n :'011.el8.Iig;Unela.p.gNomor 4 Tahun
1968tyntang~I>eml)e!l1ilkan' Kabupaten Purwakarta
elan.Kabupat,e!l~Sub~g- elengan Mengubah Unelang~
Unelang Nornor'; 14. Tahun 1950 tentang
pernpeI1tulm~ .•..Daerah-pa.erah KabMpaten .Dillam
Lin~ku.ngaiJ.t;>r()pi!lsiDJawaB~rat,(Lembaran Negara
Republik Irielone'sia Taliun 1968' Nomor 31,
Tambahl3.}1~:rhba;an .Negara ~epublik Inelenesia
Nomor 2851);

2. Unelang-Unelangi
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

9. Peraturan .... 3
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang MilikNegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ten tang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3
Tahun 2021 ten tang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penelitian Barang Milik Daerah
berupa Bangunan dalam rangka pemindahtanganan
Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka dengan Susunan Personalia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

KEDUA: .... 4



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4

Tugas Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU,adalah sebagai berikut :
a. melakukan penelitian atas tahun perolehan, jenis

konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai
buku, dan data identitas barang, untuk data
barang milik daerah berupa bangunan;

b. melakukan penelitian atas kesesuaian fisik dengan
data administratif barang milik daerah yang akan
dipindahtangankan;

e. melakukan penelitian kelayakan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa
bangunan baik dari aspek teknis, aspek ekonomis,
maupun aspek yuridis;

d. menuangkan hasil penelitian data administasi,
penelitian fisik dan kelayakan pemindahtanganan
dalam Berita Aeara Penelitian;

e. melaporkan hasil penelitian kepada Bupati melalui
Pengelola Barang dengan dilampiri Berita Aeara;

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Bupati Majalengka Nomor 031/Kep. 174-BKAD/2020
tentang Pembentukan Tim Peneliti Barang Milik
Daerah Berupa Bangunan Dalam Rangka
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka,
dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATIMAJALENGKA,



LAMPIRAN KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR KU.02.06jKEP.42-BKADj2022
TANGGAL 27 Januari 2022
TENTANG TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH

BERUPA BANGUNAN DALAM RANGKA
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATENMAJALENGKA.

SUSUNANPERSONALIATIM PENELITIANBARANGMILIKDAERAH
BERUPA BANGUNANDALAMRANGKAPEMINDAHTANGANANBARANGMILIK

DAERAHDI LINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATENMAJALENGKA

a. Ketua
b. Wakil Ketua

C. Sekretaris

d. Koordinator Penelitian

Administrasi

Anggota

e. Koordinator Penelitian Fisik

Anggota

Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka.

Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan
Aset pada Bidang Aset Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Majalengka;

3. Pejabat Penatausahaan Barang pada
Pengguna Barang di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Kepala Perangkat Daerah sebagai
Pengguna Barang di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka.

1. Kepala Bidang Tata Bangunan pada
Dinas PekeIjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Majalengka;

2. lID JUNAEDI RAHMAN, S.T., M.Si.,
Teknik Tata Bangunan Dan
Perumahan Ahli Muda pada Bidang
Tata Bangunan Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Majalengka;

3. SANDI SUWARDI, Analis Kebijakan
Ahli Muda pada Bidang Aset Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Majalengka;

4. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan
Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka.

f. Palaksana .... 6
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IMAN SANTOSO,
Pengelolaan Kekayaan
Badan Keuangan dan
Kabupaten Majalengka.

S.AP., Analis
Daerah pada
Aset Daerah

BUPATIMAJALENGKA,

~HI
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